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LUNGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUFATEN SIDOARJO

hMenimbang

Mengingat

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO,

a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan

seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja
di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari
kekerasan;

. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis

pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan
Fengawas Pemilihan Umum;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

. Undang-Undang Momor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi

lMengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Ferempuan {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1984 Momor
29, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 3277);

. Undang-Undang Womor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Homor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Homor 3886);

. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 MNomor 109,
Tambahan Lembaran Hegara Republik Indonesia Momor 4235)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Momor 17
Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Momor 1 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah
Fengganti Undang Undang Momor 1 Tahun 2016 Tentang Ferubahan
Kedua Atas Undang-Undang Momor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang {Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Momor 5946];

. Undang-Undang Homor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Homor 39, Tambahan
Lembaran Hegara Republik Indonesia Momor 4279);

. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Calam Rumah Tangga {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2004 Momor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
4419);

. Undang-Undang Momor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 95,
Tambahan Lembaran HMegara Republik Indonesia Momor 4419)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momor 31 Tahun
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2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Momor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban {Lembaran Hegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 283, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 5602];

7. Undang-Undang Momor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Momor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58717;

8. Undang-Undang Momor 7 Tahun 2017 tentang FPemilihan Umum
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Momor 182,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Femerintah Pengganti Undang Undang
Momor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Momor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863];

9. Undang-Undang Momor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Femerintah Pengganti Undang Undang Momor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Momor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti
UndangUndang Homor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
UndangUndang Momor 1 Tahun 2015 tentang Fenetapan Feraturan
Femerintah Pengganti Undang-Undang Momor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
lMenjadi UndangUndang {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2020 Momor 193, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor
654 77;

10. Undang-Undang Momor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan
Seksual {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2022 Momor 120,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Homor 6792);

11. Undang-Undang Momor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Megara
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 20023 Homor 141,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 68977;

12. Peraturan Pemerintah Momor 99 Tahun 2012 tentang Perlindungan
Tenaga Kerja Perempuan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
212 Nomor 225 Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor
53597;

13. Peraturan Pemerintah Momor 84 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Megeri Sipil {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2021 Tambahan
Lembaran Hegara Republik Indonesia Homor 6718];

14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum MNomor 15 Tahun 2020
tentang tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Megara Republik
Indonesia Tahun 2020 Homor 1412);

15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Momor 1 Tahun 2021
tentang Crganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Sekretariat Badan Pengawas FPemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Momor 3 Tahun 2022
tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
{Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2022 Homor 889) sebagaimana
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Menetapkan

KESATU

telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2023 tentang
Ferubahan atas Peraturan Bawaslu Homor 3 Tahun 2022 tentang Tata
Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079];

17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Momor 7 Tahun 2023
tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Prowinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota {Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2020
Momor 1412);

18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Momor 6 Tahun 2023
tentang Layanan Advokasi Hukum (Berita Megara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 396);

19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Romor 19 Tahun 2017
tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas
Femilihan
Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,
Fanitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Luar Megeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
{Berta Megara Republik Indonesia Tahun 2017 MNomor 1982)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas
Femilihan Umum Momor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas
Feraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Momor 19 Tahun 2017
tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu
Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Badan Pengawas
FPemilihan
Umum Kabupaten/Kota, Fanitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,
Fanitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Cesa, Panitia Pengawas
Femilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Femungutan Suara
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Momor 1078);

20. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara
FPemilihan Umum {Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2017 Homor
1338);

21.Instruksi Presiden Momor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Hasional;

22 FKonvensi International Labour Crganizaton Momor 180 Tahun 2019
tentang Fenghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerjz;

23. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Megara Momor 10 Tahun 2021
Tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual Dan
Ferundungan {Buffying];

24 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Momor 417/HK.01.
KM 22024 tentang Pedoman Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan
Urmumm.

MEMUTUSKAN
KELOMPCK KER.JA FENCEGAHAN DAN PENANGANAMN KEKERASAR
SEKSUAL DI LINGKUMGARN BADAN FEMGAWAS PEMILIHAMN UNMUM
KABUFATEM SIDOARJC

Menunjuk Ketua, Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Pejabat Struktural,

FPejabat Fungsional Tertentu, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sebagai anggota Kelompok Kerja
Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten 3Sidoarjo dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan darni
Keputusan ini;
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KEDUA . Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Giktum
KESATU berdasarkan pada pedoman Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana
terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
Fada tanggal 7 April 2026
Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoar|o,

AGUNG NUGRAHA, S.H.
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Lampiran

Surat Keputusan Ketua

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo
Momor : ZHK.01/K.JI-24/04/2026
Tanggal : 7 April 2026

SUSUNAN KELCMPCK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDCARJO

NC NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

1. Agung Mugraha, S.H Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Penanggungjawab

2 Fathur Rohman, S.Kom.,M.IW Koordinator Divisi SDM, Crganisasi dan Diklat Pengarah

3 Adinda Masita Dewi Koordinator Divisi Hukurn dan Penyelesaian Sengketa Ketua

4. Agisma D. Fastari, S.Sos Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Wakil Ketua

5. Moeh Arief, 5.50s Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Wakil Ketua

6. Anditya Sentana Maulana, S.5i., M. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Sekretaris

I8 Reny Tri Jayanti, S. AP Kepala Sub Bagian Administrasi Wakil Sekretaris

8 Afif Ahya Mutlagin, .E. I;f;):;: ngﬂ?jg\:{;ﬁjﬁj&gaﬂan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Wakil Sekretaris
IMya Merdania, 5.0 Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Wakil Sekretaris

10. | Moh Faily, S.Pd Arsiparis Ahli Pertama Anggota / Focal Point

11. | Devitania Permatanadia Analis Pengelola Keuangan APBM Ahli Pertama Anggota / Focal Point

12. | lzathun Alcharimah Ana S Penata Kelola Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Anggota / Focal Point

13. | Tri Galih Saksono Pranata Komputer Ahli Pertama Anggota / Focal Point

14. | Hendra Permana Putra Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama Anggota / Focal Point

15. | Tiara Movita Aisyah Putri Analis Hukum Ahli Pertama Anggota / Focal Point
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